BAB V
PENUTUP

1.1  Kesimpulan
a. Penyebab Terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh

hakim

Dari pembahasan sebelumnya penyebab terjadinya disparitas yang dilakukan
oleh hakim yaitu: (i) faktor hukum, sebagaimana indonesia menganut sistem hukum
Eropa Kontinental dimana hakim memiliki kebesan dalam menjatuhkan putusan
berdasarkan fakta bukti dan juga hati nurani, tidak seperti halnya sistem hukum
Anglo Saxon dimana hakim mengikuti putusan hakim terdahulu. (ii) faktor yang
bersumber dari diri hakim baik yang bersifat eksternal maupun internal yang tidak
dapat dipisahkan sebgai insan peradilan (human equation).
b. Peran Kode Etik Hakim Dalam Menjatuhakan Putusan

peran kode etik hakim sama halnya dengan peran daripada komisi yudisial itu
sendiri, dimana Kode etik mmenjadi demikian penting dan harus diperhatika oleh
setiap hakim, karena pada akhirnya etika hakim sebenarnya akan sangat berpengaruh
juga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, komisi yudisial sangat berperan
penting terutama dalam penegakkan kode etik hakim itu sendiri karena tugas
konstitusional daripada komisi yudisial adalah untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang : “Etika Perilaku Hakim Terhadap

Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana”, maka penulis menyarankan:
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Agar aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada
masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan
yang wajar. Artinya beralasan dan disparitas yang tidak mempunyai landasan
itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan bertentangan dengan asas
“tiada pidana tanpa kesalahan” yang ada di masyarakat.

Kalangan akademisi dan praktisi hukum hendaknya menyelenggarakan
diskusi/seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya dalam bentuk apapun
secara periodik untuk membahas dan mengadakan pembicaraan tentang
uniformitas (penyeragaman) penghukuman dan kemudian mengenai
disparitas yang masih dibenarkan (justification reasonable)

Kiranya hakim atau majelis hakim tetap berpedoman pada Kode Etik Hakim
dan juga UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan

Putusan.
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